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UMUM

Bekerja merupakan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bekerja ke luar negeri merupakan
suatu pilihan ketika Pemerintah atau pemerintah daerah tidak dapat
menyediakan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Hak atas pekerjaan
merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung
tinggi dan dihormati.

Pekerja Migran Indonesia melakukan migrasi untuk bekerja ke luar
negeri dilakukan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional setiap warga
negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa "tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Dalam rangka peningkatan tata kelola dan proses migrasi tenaga
kerja ke luar negeri, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai
penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia mengamanatkan bahwa pelaksana penempatan Pekerja
Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas Pemerintah dan swasta.
Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah
hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara

Pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran
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Indonesia atau antara Pemerintah dengan Pemberi Kerja berbadan hukum di
negara tujuan penempatan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh BP2MI.

Adapun tujuan dari Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai dasar
hukum dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia yang
dilaksanakan oleh Pemerintah secara terkoordinasi dan terintegrasi sehingga

tercipta pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan aman.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatur tentang
perjanjian tertulis, persyaratan, proses penempatan, dan pelaporan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemantauan dan evaluasi” termasuk

pembentukan kelompok kerja bersama.
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Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “surat permintaan”, misalnya job order,
visa wakalah, dan demand letter.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “informasi pasar kerja”, antara lain
informasi mengenai lowongan pekerjaan, jenis jabatan, dan
persyaratan jabatan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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